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Abstract:
This journal entitled "Legality Personal Chat in Social Media as evidence in court". The formulation of this journal issue contains the legality Personal Chat about how they can become evidence in court upfront seen from the positive law of Indonesia. This writing method normative legal research by linking various sources relating to the validity of the Personal Chat as valid evidence. The reason is because the use of normative void norm in national rules regarding Personal Chat evidence in court. The conclusion of this paper is in accordance with Article 5 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Electronic Information and / or Electronic Document and / or the printout is evidence valid law, as well as the Personal Chat this as evidence clue where Personal Chat as evidence can not stand alone. Requirements for Personal Chat become evidence in the trial are already meet the formal requirements and material, accompanied by statements of experts and also must merging with other evidence as a provision for minimum principle evidence.
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Abstrak:

Jurnal ini berjudul "Legalitas Personal Chat pada Social Media sebagai alat bukti di pengadilan". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana legalitas Personal Chat tersebut dapat menjadi alat bukti dimuka pengadilan dilihat dari hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaitkan berbagai sumber yang berkaitan dengan keabsahan Personal Chat tersebut sebagai alat bukti yang sah. Alasan mempergunakan normatif dikarenakan kekosongan norma dalam aturan nasional mengenai pembuktian Personal Chat di dalam pengadilan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Personal Chat ini sebagai alat  bukti petunjuk dimana Personal Chat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar Personal Chat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil, disertai oleh keterangan ahli dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti.
Kata kunci : Legalitas, Personal Chat, Media Sosial, Alat bukti.
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Legalitas merupakan keabsahan atas suatu keadaan menurut Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 Legalitas dalam relevansi penulisan ini adalah legalitas terhadap pengujian alat bukti dalam persidangan. Dewasa ini, pada era globalisasi perkembangan baik disektor perekonomian, industri maupun teknologi berjalan sangatlah pesat. Oleh karenanya berdampak besar pada perkembangan sistem informasi dan juga elektronik. Sistem elektronik dipergunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang memproses menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.
 Sesuai perkembangan tersebut, maka berkembang pula modus-modus kejahatan di Indonesia yang merupakan suatu tindakan pidana. Salah satunya kejahatan melalui mobile phone atau handphone. Dengan perkembangan teknologi kini sudah sangat banyak beredar handphone murah dan terjangkau bagi masyarakat luas, tidak hanya menawarkan berbagai model dan tipe namun juga mampu memberikan berbagai fitur-fitur yang menarik didalamnya, dan saat ini handphone yang tentunya yang sangat dikenal dan popular dimasyarakat ialah smartphone. Sangatlah banyak kelebihan serta fitur-fitur yang menarik yang ditawarkan didalamnya dan yang sangat digemari diantara fitur-fitur tersebut ialah dengan aplikasinya yaitu Social Media. Aplikasi ini mampu menyediakan ruang komunikasi kepada siapa saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya maupun pulsa dan tentunya dengan waktu yang sangat singkat dan praktis. Fitur pada Social Media tersebut ialah Personal Chat. Personal Chat pada suatu Social Media juga dapat menjadi sarana dalam melakukan suatu kejahatan. Kecenderungan yang terdapat pada Personal Chat dapat memunculkan modus-modus baru dalam bidang kejahatan, diantaranya guna mendukung berbagai tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara sengaja dan terang-terangan maupun tidak sengaja. Contoh yang dapat dilihat adanya beberapa tindakan yang menggunakan Personal Chat sebagai sarana memuluskan terjadinya tindakan kejahatan ialah adanya Personal Chat yang isinya memuat perintah atau ajakan untuk melakukan tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan…”ayo ikuti demo aksi solidaritas anti pemerintah…dst…”atau “agar proposal-mu segera diproses, siapkan uang sejumlah Rp. …..”, “kita ketemu di tempat biasa” atau “uang segera diberikan cash begitu kamu habisi target” dan dapat berupa contoh percakapan lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan suatu tindakan pidana. Personal Chat pada jejaring sosial ini sering menimbulkan penyalah gunaan yang tentunya dapat menjerat setiap penggunanya. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur–unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis–jenis kejahatan atau tindak pidana baru. 

Efek globalisasi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana ini mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian penggunaan Personal Chat dalam sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Pemerintah telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Pada saat ini, UU ITE sudah mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas. Maka dari itu perlu diadakannya kajian yuridis mengenai legalitas Personal Chat tersebut sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum postif Indonesia.
1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami Personal Chat pada Social Media, serta syarat-syarat yang dapat membuatnya sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.
II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sumber bahan hukum dari penelitian ini digunakan bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku dan makalah kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Legalitas Personal Chat pada Social Media sebagai alat bukti di muka pengadilan.
Dalam proses pembuktian tindak pidana dalam persidangan, alat bukti Personal Chat pada suatu jejaring sosial tidak bisa digunakan apabila berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lain sebagai pendukung sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Syarat agar SMS bisa menjadi sebuah alat bukti petunjuk, maka harus didukung dengan alat bukti yang lain, berupa:

a) Keterangan Saksi.

b) Keterangan Ahli (Pasal 184 ayat (1) (KUHAP) 

c) Keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat (1) huruf e.)

Pendapat Hakim terhadap bukti Personal Chat sebagai alat bukti yang sah harus didukung oleh alat bukti lain, syarat lainnya adalah akun dari social media tersebut haruslah telah diaktivasi dengan alamat email , agar dapat lebih valid untuk dijadikan alat bukti haruslah memenuhi persyaratan formil dan materiil.
Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.
Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:
· Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
· Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.
Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.
 Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Hal serupa juga ditegaskan oleh T. Nasrullah yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku dalam hukum pidana umum. Pakar Teknologi Roy Suryo juga menyatakan Personal Chat pada suatu jejaring sosial tidak dapat diajadikan alat bukti tunggal. Penggunaan Personal Chat sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (expertise).
III. KESIMPULAN

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah..

Syarat agar Personal Chat pada Social Media tersebut dapat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penggunaan Personal Chat pada Social Media sebagai alat bukti akan lebih valid lagi apabila digunakan untuk tindak pidana khusus yang memberikan pelegalan penggunaan alat bukti elektronik dalam pasalnya.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.
Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.
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